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PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 
NOMOR 16 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENYERTAAN MODAL KEPADA  

BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG BARAT, 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelayanan kepada 

masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan 
kegiatan usaha melalui pengelolaan dan optimalisasi potensi daerah oleh 
perusahaan daerah dengan dukungan modal yang memadai; 

b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
dukungan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 
pada PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438). 

7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 85); 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten 
Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4688); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67) 

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 
tentang Pembentukan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 21); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2011 Nomor 11).  
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  

BANDUNG BARAT 
dan 

BUPATI BANDUNG BARAT 
MEMUTUSKAN: 

 
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN KEPADA MODAL 

BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT. 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1  

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan 

Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

4. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

6. APBD Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli 
Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada 
suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan Modal Daerah, oleh 
pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. 

9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah semua 
perusahaan yang didirikan pemerintah daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau 
untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan 
lain dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang 
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 
pelaksanaannya. 

11. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ 
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang 
dan/atau anggaran dasar Perseroan Terbatas. 
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12. Pihak ketiga adalah instansi, Lembaga, Badan Hukum dan atau Perorangan, antara lain 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi 
Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan 
atau antar Perusahaan-perusahaan Daerah lainnya. 

13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 
 

BAB II  
TUJUAN 

 
Pasal 2  

(1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk menyediakan modal usaha BUMD PT. 
Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal 
Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan 
kepada masyarakat. 

 
BAB III  

PENYERTAAN MODAL 
 

Pasal 3  
(1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat 

ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dan ketentuan Peraturan perundang-undangan disertai dengan 
perencanaan bisnis. 

 
BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN  
 

Bagian Kesatu 
Hak 

 
Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari BUMD PT Perdana 
Multiguna Sarana Bandung Barat. 

(2) BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat berhak mendapatkan dukungan 
berupa modal usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
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Bagian Kedua 
Kewajiban 

 
Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana 
Bandung Barat. 

(2) BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat berkewajiban mengelola dana 
penyertaan modal yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip-
prinsip ekonomi perusahaan. 

 
BAB V 

KETENTUAN BAGI HASIL LABA USAHA 
 

Pasal 6 
(1) Bagian bagi hasil yang akan di setorkan ke kas daerah ditetapkan berdasarkan hasil 

keputusan RUPS 
(2) Bagi hasil laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. 
 

BAB VI 
PEMBINAAN 

 
Pasal 7 

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung 
Barat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna perusahaan daerah 
sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah. 

(2) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi dan 
rencana pengembangan bisnis yang dikelola BUMD. 

(4) Pembinaan Pengembangan Usaha BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung 
Barat, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 

 
BAB VII 

PENGAWASAN 
 

Pasal 8 
(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal kepada BUMD PT. 

Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat; 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Inspektorat; 
(3) Dalam pelaksanaan pengawasan penyertaan modal, BUMD PT. Perdana Multiguna 

Sarana Bandung Barat memberikan Laporan secara berkala tentang perkembangan 
penggunaan dana Penyertaan modal kepada Bupati. 
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BAB VIII 
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAERAH 

 
Pasal 9 

Pejabat yang ditunjuk mewakili pemerintah daerah dalam hal penyertaan modal adalah 
Sekretaris Daerah. 
 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 10 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati. 
 

Pasal 11 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
 
 Ditetapkan di Bandung Barat 
 pada tanggal 22 Juli 2011 

BUPATI BANDUNG BARAT, 
 
 

ttd. 
 
 

 ABUBAKAR 
Diundangkan di Bandung Barat 
pada tanggal 22 Juli 2011 
 Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 
 

ttd. 
 
 
 RAKHMAT SY 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 16 


